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WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2012

daerah perly untuk menghentikan Peémungutan retribyg; yang tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusj Daerah;



w

10.

11.

Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahap Kedua Atag
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahap
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahap Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesi, Nomor 5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Jyi; 2006 Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpady
Satu Pinty;

- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Jjin

Trayek Angkutan Penumpang  Umym (Lembaran Daerah Kotg
Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);

Peraturan Daergpy Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 1995 tentang

Usaha Jasa Boga (Lembarap Daerah Kot Denpasar Tahun 1995
Nomor 23);

Penggalian Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Denpasar
(Lembaran Daerah Koty Denpasar Tahun 1999 Nomor 6);



12. Peraturay Daerah Ko, Denpasar Nomor 3 Tahun 200 tentang
Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 200
Nomor 3);

13. Peraturap Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembar

an Daerah Kota
Denpasar Tahun 2001 Nomor 11),

15. Peraturan Daerah Kot Denpasar Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kotg Denpas
Nomor 25);

ar Tahun 2001

16. Peraturan Daerah Koty Denpasar Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Usaha Bar gj Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2002 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor
Usaha Perdagangan Min

uman Beralkoho]

11 Tahun 2002 tentang
Denpasar Tahyp 2002 Tahun | 1);

(Lembaran Daerah Kota

Denpasar Tahup 2005 Nomor 9)

’

aan  Bermotor (Lembaran
ta Denpasar Tahyp 2006 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

Menetapkap, - PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KOoTa DENPASAR.

1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah adalah Pemerintap Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar,
4 D
5

a. Bidang Pariwisata;
1. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
a) ljin Prinsip;
1) Jjin Prinsip Taman Rekreasi;
. 2) Ijin Prinsip Gelanggang Renang:

3) jin Prinsip Padang Golf:
4) Ijin Prinsip Kolam memancing;
5) Ijin Prinsip Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
6) Tjin Prinsip Gelanggang Bowling;
7) Tjin Prinsip Rumah Billyard;



8) Ijin Prinsip Pantj Pijat;

9) Ijin Prinsip panti mandj Uap;

10) Ijin Prinsip Karoeke;

11) Lin Prinsip Panggung Terbuka;

12) Tjin Prinsip Panggung Tertutup,

13) Ijin Prinsip Salon Kecantikan,

14) Tin Prinsip Fitnegs Centre;

15) Ljin Prinsip Bioskop:;

16) Tjin Prinsip Pusat Seni dan Pameran;

17) Ljin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park);

18) Tjin Prinsip Taman Pentas Pertunjukan Satwa,
b) Ljin Usaha;

1) Ijin Usaha Taman Rekreasi;

2) Ijin Usaha Gelanggang Renang;

3) Ijin Usaha Padang Golf:

4) jin Usha Kolam memancing;

5) Ljin Usaha Gelanggang Permainan dapn Ketangkasan;

6) Ijin Usaha Gelanggang Bowling;

7)  Tjin Usaha Rumah Billyard;

8) Tjin Usaha Pangi Pijat;

9) Ijin Usaha panti mandj Uap;

10) Ljin Usaha Karoeke;

11) Ljin Usaha Panggung Terbuka;

12) Ijin Usaha Panggung Tertutup,

13) Tjin Usaha Salon Kecantikan;

14) Tjin Usaha Fitness Centre;

15) Ijin Usaha Bioskop;

16) Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran,

17) Ijin Usaha Dunia Fantagi (Theme Park);

18) Ljin Usaha Taman Pentag Pertunjukan Satwa,



¢) Jjin Usaha Hotel Melati;
1) Jjin Prinsip Hote] Melatj;
2) Ijin Usaha Hotel Melat;.
d) Ljin Usaha Rumah Makan;
1) Tjin Prinsip Rumah Makan;
2) Ijin Usaha Rumah Makan
¢) Ijin Usaha Bar;
1) Ijin Prinsip Bar;
2) Ijin Usaha Bar.
1) Ijin Usaha Pondok Wisata,
8) Ljin Usaha Jaga Boga;
1) Ijin Prinsip Jasa Boga;
2) Jjin Usaha Jasa Boga.

b. Bidang Kesehatan;

1. Ijin bagj Pelayanan Medix Dasar ;
a) Ijin Praktek Dokter Umum;
b) Ijin Praktek Dokter Gigi:
¢) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Umum;
d) ljin Praktek Berkelompok Dokter Gi gi;
e) Ijin Praktek Bidan;
) Ljin Kerja Perawat;
&) Ijin Praktek Perawat;
h) Jjin Balaj Pengobatan/Klinik;
1) Ijin Bali Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
7)) Ijin Rumah Bersalin,

2. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan);
a) Ijin praktek Perorangan Dokter Spesialis;
b) Ljin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis ;
¢) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis:



d) Ljin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;

e) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
f) Lin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;

g) Ijin Penyelenggaraan Klinik Penderita Narkoba;
h) Jjin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;

1) Jjin Penyelenggaraan Unit Transfugj Darah,

. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang;

a) Ijin Apotek;

b) Jjin Laboratorium Klinik;

¢) Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
d) Jjin Penyelenggaraan Laboratorium Gj gi;

e) Ijin Praktek Fisioterapi;

f) Ijin Peadagang Eceran Obat;

g) Jjin Penyelenggaraan Optikal;

h) Ijin Tukang Gig;.

a) Surat Jjin Pengobat Tradisional atay Surat Terdaftar
Pengobat Tradisiona] Ketrampilan;

b) Surat liin Pengobat Tradisional atay Surat Terdaftar
Pengobat Tradisional Ramuan;

) Surat Jjin Pengobat Tradisional  atay Surat Terdaftar
Pengobat Tradisiona] Pendekatan Agama;

d) Surat Jjin Pengobat Tradisional atay Surat Terdaftar
Pengobat Tradisional Supra Natural;

e) Surat Jjin Pengobatan Tradisiona] (SIPT).

. Perijinan bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan;

a) Surat Jjin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan



c) Sertifikasi Laik Hygjene Sanitasi;
d) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Khusys,
¢.Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
L. Tjin Peruntukan Penggunaan Tanap (IPPT);
2. Ijin Usaha Pemondokan,
d. Bidang Perdagangan dan Industri;
1. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tjin Tempat SIUP Mikol;
3. Ijin Usaha Industri (IUp;
4. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB);
5. Tanda Daftar Gudang (TDP);
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Ijin Usaha Industr Depo Air Minum,

e. Bidang Lingkungan Hidup:
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
f. Bidang Perhubungan;
Jjin Pemindahan Kendaraan Bermotor.
Ijin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
8. Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Ijin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja.

h.Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura,
Ijin Pestisida dan leasing traktor.



Peraturan Walikota inj mulai berlaky Ppada tangga] diundangkan,

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkapn pengundangan
Peraturan Walikota inj dengan Peénempatannya dalam Berita Daerah Kota
Denpasar.




